
BANTEN

TENTANG

DENGAN RAEIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

V.jniir.bang a.

b.

I.

PEDOMAN TATA NASKA1T DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

< t V 1 'a

IvTwa unliik inc’iHinjang Lerlaksananya sebagaimana 
iliinaksud pada luiruf a di alas, perlu Pedoman Tala Naskah 
Hinas Di Liiigkiingan Pemerinlah Provinsi Banlen yang 
diletapkan dengan Peraluran Gubernur.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 
NOMOR 5 TAUUN 2005

■ i: R N I i R

-SO”*

bahwa dalam upaya mewiijudkan tertib administrasi dalam 
lebih optimal kepada 

mendukung tugas penye.lenggaraan 
se^era dilakukan 

Dinas sebagai 
di lingkungan

I ndam;-und.mg Nomor 23 lahun 2000 tenlang 
I'rinlvnlnkan ITovinsi banlen (1 .einbaran Negara Kepublik 
liidone-a.i bahtin 20(H) .N'einor 1S2, Tainbahan l.embaran 
N’vgaia Xomor 1010);

2. I ndang-undang Nomor 10 lahun 200-1 tunlang 
Pein ben I u kan [’era Iman 1 ’em nd a ng-u nd a ngan (l.embaran 
Negara l ahun 200-1 Noinor 53, Tainbahan l.embaran Negara 
X’omor -12^80);

mcningkatkan pelayanan yang 
masyarakat guna
pernerintahan dan pembangunan, perlu 
penvesuaian Pedoman lata Naskah 
penunjanr, kelancaran komunikasi 
Pemerinlah Provinsi Banlen;

\ ' mu:

3. Undang-undang Nomur 32 Tahun 2004 tenlang 
Pemerinlahan Daerah (Lcmbaran Negara Kepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437);



-I.

No mor

5.

7.

' po.ih.'tika’] : I

MEMUTUSKAN:

Mt'nelapkan

Pasal I

BAB I
KETENTUAN UMUM

: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BANTEN TENTANG 
PEDOMAN TATA NASKAIT DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMER1NTAI-1 PROVINSI BANTEN

Ki'piitiisan Menleri dalam Ncgcri Nomor 30 lahun 1979 
tenlangTata Kearsipan Deparlemen Dalam Negeri;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 72/KEP./M.PzzXN/07/2003 tentang Pedoman 
Uiiuim Tata Naskah Dinas;

3. Kepiilusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 
Pern er i ntah Provinsi.

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Banten;
3. ’A’.ikil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Banten;
•i. IVwan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan 

Legislatit Daerah Provinsi Banten;

IJ ndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Daerah (Lem ba ran Negara Tahun 2004 Nomor .126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang 
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Lahun 1951 Nomor Til, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia lahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran 
Nep,lira Nomor 1636);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 
Seri E).
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BAB II
NASKAH DINAS

Basal 2

Basal 3

Basal 4

•4 'di Pinas aualali alal Bomunikas' kcdinasan dalain bentuk turlulis;
i

i. I a P!; .il.ii I .< 'in ii ni I . i ■'.! I

Naskali Dinas di Lingkungan Bemerintah Provinsj Banten, ditancia tangani oleh 
Gubernnr/Wakil Gubernur, Kelua/VVakil Kibtua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serla Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diberi 
wewenang.

\askah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diolah oleh Saluan 
Kerja Berangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

I \ >ampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus Naskah Dinas vang 
mempunyai Kop Sampul .Naskali Dinas;

12. Papan nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

IlK’IllUd I

Pemerintah

an Pemerintah Provinsi Banten, dirumuskan dalam 
dan benluk produk-produk hukum dan bentuk sural.

.Naskah Dinas di Lingkung 
susunan

H. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Sampul Naskah Dinas 
vang memuat sebutan pimpinan Pemerintah Daerah atau nama Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan nama Daerah Pemerintah Provinsi Banten.

.cdinas.in dalam bentuk lurlull,.
\ang menvakup pengaturan jenis, format, penviapan, pengamanan, 

penvimpanan serla media vang diggimikan dalam

II. 'leiupel Instansi adalah alat/iap yang, dijumak.in unluk mensahkan sualu 
Naskah Din.is yang? lelah dilanda tangani oleh Pejabat yang berwenang di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

I abi .k

ad<il.i11 bagian

11 is I .m si Sa 111. in

teratas dari Naskah Dinas vang 
.asi di I angkiingan

lb. Hempel labatan adalah <ikit L ap vang digunakan unluk mensahkan sualu 
Naskah Dinas yang, lelah dilanda tangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur. 
Ketua/Wakil Kelua DPRD Provinsi Banten;

■ •i.rel.ii iaI i ),ici .in. Sckrelai iat DPRD, Dinas D.ierah

. eiig.il" ahan, dislribusi d.m 

kom unikasi ked inasan:

/.ep \ask.ih Dinas

• •bi i la n Pi in pi na n 

I 'rm insi I’anleii;

' l • I . 1 ! I ' ’ I .1 I I Sill.

eiig.il


•■'asal 5

1’asal ()

BAB III

Basal 7

i.

Basal 8

Basal 9

Biuiluk Naskah Dinas srrta Bejabal vang dibci i wewenang untuk menandatangani 
'-iskah Dinas di I.ingknngan Beninrinlah Brovinsi Banlen srbagaimana lercanlum 

da'.iin I ampiran 1 Boraturan Gnbernur Ini.

Bagi an Berta ma

Benluk, Ukuran dan Isi

S I I MBI.I. JABA 1 AN DAN S I LMBI/L SA 1UAN KI.’.KJA 
PERANGKAT DAERAH

i ! ] Slcmpel Jabalan dan Slempul Saluan Kcrja Berangkal Daerah berbenluk 
lingka ran.

i.2; Nempel Jabalan dan Slempel Saluan Kerja Berangkal Daerah sebagaimana 
dimaksud aval (1) lerdiri dari :
u. Gan's lingkaran luar;

Garis lingkaran lengah;
Garis lingkaran dalam;

d. Isi slempel.

(1) Slempel Jabalan berisi nama Jabalan dan nama Daerah yang bersangkulan.

(2) Slempel Jabalan Gubernur Banten, menggunakan Lambang Negara.

(3) Slempel Jabalan Kelua DBRD menggunakan Lambang Daerah Provinsi Banten.
(4) Slempel Saluan Kerja Berangkal Daerah berisi nama Saluan Kerja Berangkal 

Daerah yang bersangkulan lanpa menggunakan Lambang.

pad.i Pera I u ran I )aerah Provinsi Banten menggunakan 
’rovinsi Banlen dengan Siem pel Jabalan pena nda langanan.

■xop N.ixkah Duias 

I .unhang 1 Pierali I

L'kuran slempel sebagaimana dimaksud dalam Basal 7 adalah :
i.kuran garis lengah. lingkaran luar slempel jabalan dan slempel Saluan Kerja 
Per mgkal 1 )aerah adalah 4 cm;

b. L’kuran garis lengah lingkaran lengah slempel jabalan dan slempel Saluan 
Kerja Berangkal Daerah adalah 3,8 cm;

Lkuran garis lengah lingkaran dalam slempel jabalan dan slempel Saluan 
Kerja i’erangkal Daerah adalah 2,7 cm;

d. Jarak anlara 2 (dua) garis vang lerdapal dalam lingkaran maksimal 1 cm.



Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16
< I;

(2)

i.

)

Bagian Kedua

P^ngBunaaH

Pas.) I I I

3.

Pej.ibat vang berhak menggunakan Slcmpel Jabalan sebagaiinana dimaksud dalam 
1’asal 9 aval (2) dan aval (3) yailu Gubernur/ Wakil Gubcrnur dan Kelua/Wakil 
Kelua Dewan Perwakilan Kakvat Dacrah Provinsi Banten.

Jabalan atau Stempel Satuan Perangkat Daerah menggunakan tinta 
burwarna ungu.

Instansi di Lingkungan Pemerinlah Provinsi Banten yang berhak menggunakan 
Slempel sebagaiinana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan ini adalah :

Sekretarial Daerah Provinsi Banten;

Sekreiariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

Dinas Daerah Pemerinlah Provinsi Banten;

l.embaga Teknis Daerah Pemerinlah Provinsi Banten.

>lampel Jabalan dan Slcmpel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada 
hagian kiri tanda langan pejabal yang menandatangani.

Kcpaia Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak 
menggunakan Stempel Jabalan dan atau Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah 
• iivnunj'.ik pejabal/petu gas ter ten tu untuk menyimpan dan mengamankan 
/•enggunaan Slempel Jabalan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal IU |

1 .■mnk L'kuran dan 1<i Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat 
1 'r’uicdi di I ingkungan Pemerinlah Provinsi I’anhai sebagaiinana Imxanlum dalam 

■ empiran i! Peraluran ini.

Kepala Saluan Kerja Perangkal Daerah lidak mempunvai wcwcnang 
membuat stempel jabalan dan stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sebagaiinana diletapkan oleh Gubcrnur.

Sekrelaris Daerah melahii Kepala Biro Umum berdasarkan jabalannya 
membuat, menguasai dan bertanggungjawab atas penggunaan stempel 
jabatan dan stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Banten.



(3)

••.

oil’ll

Pasal 17 ayat (3), digunakan

•• • Jiinaksiul dalain
Uilanclatan^ani -----

Pasal 17 ayat (I), digunakan 
(111 H'rn11r/ Wakil ( miIh'i mil

Bagian Kedua
Penggunaan , 

Pasal 19

dimaksud J al a in

stein pel Satuan Ketja 
Gubernur.

meinerlukan
Jjlolapkan dengan Kepulusan

, sebagaimana 
nJS C.oig dilandalangan.

i< 'iiaLi Hainan Kerja IGra-g’.kal Da
l .,1!u !’■’

.................  lab.U.nu.v.. J.sualn p.-..UR.
.„.is slunpel Saln.u. I .■ranpk.n 1-

I'uim’i iiilah l’ro\ insi Ikmil'll.
...mmn Keria lYram'kal Paerali vang
;; llin..kat I’am ah khmms

Pasal '18 
t v Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di

........... ....................... L“—’

111 Peiatiiran ini.

• ■ , 1’asal 17 av.d (?■), digunakan
i oleh Kelua/Wakil Kelua DPKD

. .. \a'-kali 1 hna'. < hilmrnur Banleii
dJigai’ m''1’!-'.!’.111’'11""’ kaiid’ang

:;X ’.m-s u-'-h provinsl be''"'ar"a h,tam
......1l<e«erlnt»h 

l-r 1 )H'as -y'l,al'(G,|a 1 T Peranvkat Daerah, Alamat, Nomor 
.■rov.os. B.wien, S.luan Mkan Umb,lng Daerah

dan dde.npa.han pada bag.an h... a.as.

• i i lx op Xaskah Dinas 
uolnk \askah 1 hi 
Pro\ iii’-’i Baulen.
Kop \askah Dinas sebagaiinana i 
unluk \askah Dinas vang o... 
I'rovinsi Banten.

. B W Kasha., ...... .  Seha6an„a„a “X^p“sa^W> P-n^i
vL8 . .................  Pejaha. .......

dilunjuk.

HH.Ialui Kepala bagian lata
x • ■■. .. . ■ ’ 1 . ••• ' ■ 

l.i ( hyanis "■ ' ■
■n dan langgungjawab

Uaerah di langkung.m

li.XB IV

KOI’ NASKAI-I DINAS

Bagian Pertania |

Benink dan Isi

..... u.lisan GUBIIRNUR BANTEN
N..,...,., B.'IW,..™ bil.nn .l..n .litempalkan



r.is.ii 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Bagian Ixtxlua 

Pen^gunaar.

Pasal 2-1

Kc'ija 
cm | >< 11

Bagian Pcrlama

I'unHiL I Kuran dan Isi Kop Sain pul

S.WH’lii NASKAI .‘l JINAS

xop Sainpul X’askah Dinas satuan kerja perangkat daerah meinuat tulisan 
Pcinerintah Provinsi Banten, Naina Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat, 
AV-mor Telepon, Wnnor Paximile, P.-Mail dan Kode Pos Satuan Kerja Perangkat 
V-Tah '. (inj; bersangkulan.

. ' i-.uran dan Isi Kop .''ampul Naskah Dinas Gubernur, DPRD Provinsi
BanK-n dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 1 Jngkungan Pemerintah Provinsi 
iDnDi- ^'.‘b.igaimana tureaulum dalam l.arnpiran IV Peraturan ini.

\ep -vimpu! X’askah Dinas Gubernur Banten menggunakan Lambang Negara 
eom arna hilam dan ditempalkan pada tengah alas.

g ampul .V’asLali Dinas DPKD Provinsi Ikinlem dan Satuan Kerja Perangkat 
Proxin’-i Banten menggunakan Lambang Daerah Provinsi Banten 

•. arna liii.un dan dii'/m pat Kan pada bag.ian Kiri alas.

m-mpii! X’askah Dinas khibernur. DPKD Prox’insi Banten dan Satuan 
!'erang.kat Daerah di I inp.l-.uiu.nin I'emerinlah Provinsi Banten berbenluk 
persi'gi panjanj; dan berwarmi coklal muda alau pulih.

Kop Sampul X’askah Dinas Gubernur Banten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 aval (J), diisi dengan Naskah Hinas yang dilandatangani oleh 

Gubernur W'akil Gubernur Banten.

(2’) Kop 'Aimpul Naskah Din.is DPKD Provinsi Ikinlen dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Provinsi Banten seb.ig.ainnin.i dimaksud dalam Pasal 22 ayal (2), diisi 
dengan Naska.h Dinas vang dilandatangani oleh Kelua/VVakil Ketua DPKD 
dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.



BAB VI

BAl’AN NAMA

I’.is.il 2(>

Basal 27

■ ,1:1

I
Basal 28

Basal 29

BAB VI1
KI I'EN BUAN LAIN-LAIN

Basal 30

Ketcntuan vang mengalur Naskah Dinas vang karjna sifat kekhususannya lidak 
diatur dalain Peraluran ini, mengikuti ketentuan vang berlaku.

Bagian Pei'lain^ 

Bvnluk, I’kuran dan Isi 

I’asal 25

\aina Saluan Kerja Pcrangkat Dacrah ditcinpalkan pada tempai yang 
mudah diiihatdan serasi dengan letak dan benluk gedungnya.

faia Xaskah Dinas dan l ala l\'rsura(an Dinas dialur sebagaiinana lercanluin 
d.ii.iin 1 ampiran VI Peraluran ini.

Bagian Keliga

Azas-azas Tala Xaskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas

. Ba men
•\'rl'a nJ i ng

1 rich Hi

i-i'nhik I km.in dan isi Papan Naina Saluan Kerja Perangkal Daerah di 
l.nigk’jngan Pemerinlah Pro\ insi Banlen sebagaiinana lercanluin dalain Lampiran 
V Peraluran ini.

Bagian Kedua

Penggunaan o o

’’.■.pan Naina .’’aluan kri ;a IViangkal Daerah -.ebaga i in a i la dimaksud pada aval 
i 11 berw arna dasar pulih denj^an lulisan hurut balok berwaina hilain.

•-Vtuan Kr)-;.: Pcaingkat Daerah di Lingkungan Pemerinlah 
Ivilviuuk -.inpat persegi panjang dengan ukuran I (salu) 

.’ plu.V berisi Naina Hainan Kerja Perangkal Daerah, Alamal,
I a \ i in i le I in a 11 dan Kede Po'* \ \ i la vah:

.• ac.airi Kerja Perangkal Daerah yang berada dibawah salu alap/komplek, dibuat 
ialaiT: salu papan nama vang bertuliskan sem ia nama Satuan Kerja Perangkal 

Daei all.



Pasd1 31

Pasal 32

1\ ! .Hill an :

GUBERNUR BANTEN,

I L D. MUNANDAR

I I MBARAN DAI RAH I’ROVINSI BANTl.N TAIIUN 2004 NOMOR 
SERI :

BAP. VIH
KI ! I;N TUAN 1’1 NU PUP

i

: )i>nofni diletapkannya
30 Liliun 200?

’ ’ ■iiicrin'.'.li Pro\ nisi l><inlun k

Di'jndangkan di Sevang 
pada tanggal

Dilelapkan di Sevang 
pada tanggal •;

SEKRETARIS DAERAH 
ra^VINSI BANTEN,

Dis. H. (IIAERON MUCITSIN. NESL 
Pembina Utama Madya

NIP. 010 057 3 IS

Pcvaluvan ini, maka Keputusan Gubevnuv Banten 
tcnl.ine, Pedoman Tala Naskah Dinas Di Lingkungan

Ik abul dan dinvalak.in lid.ik brrlakti lagi

ni miilai bevlaku sujak tanggal diundangkan.

v.-.h- ..Hup ovang dapal mungolaluiinva,, memevinlahkan pengundangan 
IVnUuran ini di'ng,.in penempal<inny.i dalam Lembavan Daevah ITovinsi Banten.


